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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan diantaranya sebagai berikut : 

1. Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks 

hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena 

yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun, 

pembuktian dalam perkara pidana sudah dapat dimulai sejak tahap 

penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. SebagaI 

contohnya yaitu pembuktian untuk kasus tindak pidana percobaan makar atau 

aanslag yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Tindak 

Pidana Makar di atur dalam Pasal 104-107 Kitab Undang-Undang Pidana. 

Penyidik kepolisian dapat mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan 

apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana atau murni hanya 

percobaan makar dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat serta unsur-unsur dari 

aanslag itu sendiri. Selain itu, kronologi kasus, barang bukti serta keterangan 

dari saksi dan tersangka juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik.  
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2. Penegakkan Hukum dalam perkara mengenai tindak pidana makar atau aanslag 

harus berdasarkan syarat-syarat dan unsur-unsur dalam KUHP (Kitab Undang-

undang Hukum Pidana). Selain itu, penyidik dari tingkat kepolisian (jika 

perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah 

sampai tingkat peradilan) harus memiliki bukti yang cukup agar tindak pidana 

itu dapat dikatakan sebagai makar atau aanslag, agar tidak seperti kasus Sri 

Bintang Pamungkas. 

B. Saran 

1. Dalam Rancangan KUHP yang baru perlu diperjelas lagi mengenai pengertian 

makar secara khusus dan perlu diatur dalam peraturan khusus tentang 

mekanisme penanganan tindak pidana makar. 

2. Unsur-unsur dari tindak pidana makar yang terdapat dalam KUHP perlu 

diperbaharui lagi, sehingga dalam penentuan tindakan - tindakan yang 

dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang terdapat 

dalam KUHP dan juga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar 

dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum 

perlu juga diatur secara khusus pengaturan tentang kejahatan makar yang 

terkait dengan kejahatan politik. 
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